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ABSTRAK 

ALIM FAJAR (B011171305) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terhadap Korporasi Atas 
Tindak Pidana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanpa Izin 
Lingkungan (Studi Kasus Putusan No: 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”. 
Dibawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing utama 
dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku pembimbing pendamping. 

 Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana 
upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh 
korporasi dalam hukum pidana dan menganalisis pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap 
tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin lingkungan 
yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Nomor 
178/Pid.Sus/2015/PN.Mks. 

 Jenis penelitian ini mengunakan penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum 
terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta di analisis secara 
preskriptif-normatif 

 Hasil penelitian menunjukkan (1) kualifikasi tindak pidana upaya 
pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin lingkungan oleh korporasi diatur 
pada Pasal 109 dan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum pada perkara nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks menurut 
penulis masih belum tepat dikarenakan surat keterangan yang 
dipergunakan dalam melakukan penimbunan menerangkan hal yang 
berbeda. 

Kata Kunci: Putusan Lepas; Korporasi; Tindak Pidana Lingkungan; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

ABSTRAC 

ALIM FAJAR (B011171305) with the title "Juridical Review of Deci-
sions Apart from All Claims Against Corporations for Criminal Acts 
of Environmental Management Efforts Without an Environmental 
Permit (Case Study Decision No: 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)". Under 
the guidance of Audyna Mayasari Muin as the main supervisor and Andi 
Muhammad Aswin Anas as the companion supervisor. 

The purpose of this study is to analyze the qualifications of criminal acts of 
environmental management efforts without a permit carried out by corpo-
rations in criminal law and to analyze the judges' considerations in making 
decisions free from all lawsuits against criminal acts of environmental 
management efforts without environmental permits carried out by corpora-
tions in Decision No. 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks. 

This type of research uses normative legal research with a statutory, case, 
and conceptual approach. Legal materials consist of primary and second-
ary legal materials, as well as prescriptive-normative analysis 

The results of the study show that (1) the qualification of criminal acts of 
environmental management efforts without environmental permits by cor-
porations is regulated in Article 109 and Article 116 paragraph (1) of Law 
Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Manage-
ment. (2) the judge's consideration in making the decision free from all 
lawsuits in case number 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks according to the au-
thor is still not correct because the certificate used in hoarding explains 
different things. 

Keywords: Free Decision; Corporation; Environmental Crimes; 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat 

merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga 

negara Indonesia. Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh 

pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam 

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup 

Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi 

rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.1 

Perkembangan masyarakat di era globalisasi ini, termasuk 

didalamnya perkembangan ekonomi, tidak terlepas dari 

modernisasi dan industrialisasi dalam rangka pembangunan 

nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal 

ini, korporasi memiliki peran yang sangat strategis dalam 

modernisasi dan industrialisasi tersebut karena merupakan salah 

satu langkah strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Selain itu, korporasi juga merupakan salah satu pilar 

                                                             
1  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Penjelasan Umum Ke-1 huruf a.  
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perekonomian suatu negara mengingat kontribusinya dalam 

penerimaan keuangan negara dan mengurangi angka 

pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja.2 

Pesisir merupakan wilayah dan ekosistem yang kaya dan 

potensial digunakan untuk peruntukan berbagai aktivitas. Potensi 

yang besar tersebut menjadi sangat penting sebagai modal awal 

pembangunan. Pembangunan kemudian diarahkan pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan 

penciptaan ekonomi yang maju. Disisi lain pembangunan ekonomi 

seringkali mengabaikan fungsi-fungsi lingkungan hidup ataupun 

peraturan-peraturan yang mengatur terkait  pengelolaan lingkungan 

hidup termasuk di dalamnya sebuah izin lingkungan sebelum 

dilakukannya upaya pengelolaan lingkungan hidup.3 

Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini diramaikan 

dengan adanya kegiatan dalam memanfaatkan lahan ekosistem 

pesisir diantaranya yang sedang terjadi di Kota Makassar sebagai 

kota dunia, telah melakukan upaya pembangunan Centre Point of 

Indonesia atau (CPI). Sehingga banyaknya perusahan yang 

memiliki lahan yang masuk kedalam kawasan CPI mencoba untuk 

                                                             
2 Hanafi Ambani, Ayu Izza Elvani, dan Iryadi Suparno, 2017, “Urgensi 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Pidana Lingkungan Hidup Dan 
Pola Pemidanaanya”, Laporan Penilitian Kolaborasi, Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1. 
3 Rilwanu Rahman Alatas, 2017, “Dampak Reklamasi Lahan Pesisir Kawasan Centre 
Point of Indonesia Kota Makassar Terhadap Pendapatan Masyarakat Nelayan Di 
Kecamatan Mariso Kota Makassar”, Skripsi, Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan 
Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2. 
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dilakukan penimbunan lahan yang kemudian akan dijadikan Hotel 

dan Kantor sebagai pengembangan ekonomi.  

Peranan korporasi dalam perkembangan ekonomi 

masyarakat tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga 

menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah 

berkembangnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 

korporasi yang bermotif ekonomi dimana karakteristik dan modus 

operandinya berbeda dengan kejahatan konvensional pada 

umumnya sehingga penegakan hukumnya membutuhkan 

penanganan dengan instrumen khusus. Hal ini sejalan dengan apa 

yang tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menyatakan bahwa 

korporasi sebagai subjek hukum keberadaanya memberikan 

kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi 

ada kalanya juga melakukan sebagai tindak pidana yang membawa 

dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Terkait hal ini, 

Pasal 1 angka 1 Perma tersebut mengartikan korporasi sebagai 

‘‘kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik 

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum’’.4 

                                                             
4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata 
Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Pasal 1 angka 1. 
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Hadirnya wajib izin lingkungan dalam Undang-Undang 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup yang dimana sebelum dimulainya kegiatan bagi pelaku 

usaha ataupun kegiatan pembangunan yang mempengaruhi 

lingkungan hidup. Izin lingkungan juga merupakan salah satu 

syarat untuk mendapatkan izin usaha ataupun izin pembangunan 

dikarenakan banyak keterlibatan dimulai masyarakat yang akan 

terdampak dan juga pemerhati lingkungan.5 

 Adapun permasalahan yang sering timbul dalam proses 

pembangunan ataupun upaya pengelolaan lingkungan hidup bagi 

para perusahaan/korporasi yakni pembangunan atau kegiatan lain 

yang dimana seharus diwajibkan adanya sebuah dokumen izin 

lingkungan dalam pengelolaannya namun mengabaikan hal 

tersebut dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

melakukan pengurusanya hingga keluar sehingga dilakukannya 

upaya penimbunan terlebih dahulu sembari menunggu terbitnya 

izin lingkungan tersebut sebagaimana pada kasus yang terjadi 

pada putusan yang akan penulis akan teliti dalam penelitian ini. 

 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks yang dimana 

disebutkan “Bunda sebagai Direktur Utama dalam sebuah 

perusahaan yang melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup 

                                                             
5 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Pasal 109 
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pada kawasan Centre Point of Indonesia di kota Makassar, tanpa 

adanya terbitan dokumen izin lingkungan terlebih dahulu, yang 

dimana hal ini akan berdampak besar bagi lingkungan hidup’’.6 

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

pada Pasal 109 “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.  

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal tersebut, 

bahwa segala kegiatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana. 

Dalam hal ini pemerintah telah beberapa kali melakukan upaya 

peringatan kepada perusahaan tersebut dan telah dikeluarkannya 

surat teguran dan pemberhentian penimbunan pada lokasi tersebut 

dengan surat (Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar 

Nomor: 590/148/T.Pem/XI/2013), dan juga telah diberikan surat 

penghentian sementara kepada  konstruksi PT. Mariso Indoland 

Makassar dengan surat (Badan Lingkungan Hidup Daerah 

Pemerintah Kota Makassar Nomor: 660.2/1119/BLHD/XI/2013) 

serta teguran ke II oleh Walikota Makassar kepada konstruksi PT. 

                                                             
6 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks. 
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Mariso Indoland Makassar.  Tetapi terdakwa tetap melanjutkan 

kegiatan tersebut, sehingga Penyidik Polri melakukan penghentian 

terhadap kegiatan penimbunan lahan yang dilakukan oleh 

terdakwa,  dan dilakukannya proses penyidikan.  

Namun dalam proses pengadilan hingga dibacakannya 

putusan oleh Hakim, dengan segala pertimbangan hakim dengan 

memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan 

hukum. Walaupun segala unsur yang didakwaan telah terpenuhi 

oleh terdakwa, sehingga hal ini lah menjadi  sebuah kejanggalan 

dan ketertarikan bagi penulis dalam menganalisis, mengkaji dan 

meneliti lebih dalam lagi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh 

majelis hakim.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji 

dan menganalisis lebih dalam terkait dengan putusan tindak pidana 

lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi di kawasan Centre 

Point of Indonesia tepatnya di Kota Makassar. Untuk itu penulis 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan 

Yuridis terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum 

Terhadap Korporasi Atas Tindak Pidana Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Tanpa Izin Lingkungan (Studi Kasus Pu-

tusan Nomor: 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana upaya 

pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin lingkungan yang 

dilakukan oleh korporasi dalam hukum pidana? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak 

pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin 

lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan 

Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana upaya 

pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh 

korporasi dalam hukum pidana. 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

terhadap tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup 

tanpa izin lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam 

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dibagi menjadi manfaat secara teoritis 

dan manfaat secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai beri-

kut: 

1. Secara Teoritis  

  Penelitian ini merupakan upaya untuk memperluas keilmuan 

hukum pidana, utamanya dalam hal tindak pidana upaya 

pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pimpinan 

korporasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan 

bagi peneliti selanjutnya serta menjadi referensi untuk 

pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah. 

2. Secara Praktis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang 

konstruktif kepada pihak yang terkait dalam perkembangan 

hukum pidana serta berguna secara praktis bagi para penegak 

hukum dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya 

dalam perkara tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan 

hidup yang dilakukan oleh pimpinan korporasi. 

E. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini diperlukan sebagai bukti bahwa tidak 

adanya plagiarism antara peneliti sebelumnya dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan 
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oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi berikut ini penelitian 

yang mengangkat tema yang hampir sama. 

Pertama, Skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam 

Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Terhadap Putusan 

No.68/Pid.B/2016/PN.Tka)” oleh M. Khaerul dengan NIM 

B11114562, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terbitan 

tahun 2018. Adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, 

berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulis yakin 

tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut. 

Pada penelitian M. Khaerul memiliki kesamaan dalam segi  

objek pembahasan yakni mengenai tinjauan yuridis terhadap 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum namun memiliki 

perbedaan subjek yang dimana penelitian M. Khaerul fokus pada 

sebuah tindak pidana penggelapan, sedangkan pada penelitian 

penulis fokus pada sebuah tindak pidana upaya pengelolaan 

lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi. 

Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan 

benar-benar asli. 

Kedua, Skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis 

Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Yang 

Dilakukan Korporasi” oleh Anindya Dwi Syah Putra dengan NIM 
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C100150094, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, terbitan tahun 2019. Adalah asli dilakukan dan diteliti 

sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi 

lapangan. Penulis yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan 

judul penelitian tersebut. 

Pada penelitian Anindya Dwi Syah Putra memiliki kesa-

maan dalam segi subjek penelitian yaitu pidana korporasi, namun 

penelitian ini berbeda dalam objek penelitian atau objek pembaha-

san. Penelitian Anindya Dwi Syah Putra fokus objek pada pemba-

hasan mengenai pertanggungjawaban pidana pada kasus pence-

maran lingkungan hidup, sedangkan pada penelitian penulis fokus 

objek pada pembahasan tinjauan terhadap putusan lepas dari 

segala tuntutan hukum atas tindak pidana upaya pengelolaan 

lingkungan hidup. Dengan demikian, maka topik penelitian yang 

penulis lakukan benar-benar asli.      

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang penulis akan gunakan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif 

yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum 
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(ketentuan-ketentuan yang ada) dan doktrin-doktrin serta 

penerapanya dalam peristiwa hukum yang terjadi. 

Disisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk 

memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, 

kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian 

hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis 

dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis.7 

2. Pendekatan Penelitian  

    Pada umumnya pendekatan-pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki 

adalah:8 

a. Pendekatan undang-undang (statute approach); 
b. Pendekatan kasus (case approach); 
c. Pendekatan historis (historical approach); 
d. Pendekatan komparatif (comparative approach); 
e. Dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
 

Adapun pendekatan dalam penelitian ini yang diterapkan 

oleh penulis menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai 

berikut:9 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni 
pendekatan yang dilakukan dengan menelah semua 
undang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut 
dengan isu hukum yang ditangani; 

b. Pendekatan kasus (case approach) yakni pendekatan yang 
dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

                                                             
7 I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Kencana Prenada 
Media Group, Jakarta, hlm. 12. 
8 Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada 
Media Group, Jakarta, hlm. 133. 
9 Ibid, hlm. 134-135. 
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kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah 
menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap; 

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni 
pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin 
dalam ilmu hukum. 
 

3. Bahan Hukum  

 Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan 

dengan objek penelitian.10 

 Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang 

Peraturan Hukum Pidana; 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana; 

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

                                                             
10 Soejono Soekanto, 1989, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-
Press), Jakarta, hlm. 93. 



 

13 
 

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja; 

6) Peraturan Mahkamah Agung Negara Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang 

Izin Lingkungan; 

8) Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar Nomor 

178/Pid.Sus/2015/PN.Mks; 

9) Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1374 

K/Pid.Sus-LH/2016. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder merupakan data dan 

informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari 

berbagai literatur seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, 

tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, serta 

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti.11 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

  Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis                  

dalam memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode 

pengumpulan bahan hukum melalui Studi kepustakaan (library 

                                                             
11 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm. 195. 
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research) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui 

membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, pera-

turan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, media massa, 

dokumen resmi, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tertulis 

lainya yang ada berhubungan dengan penelitian yang akan dil-

akukan. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum 

primer maupun bahan hukum sekunder akan diolah dan diana-

lisis secara preskriptif-normatif untuk menghasilkan sebuah kes-

impulan. Bahan hukum tersebut disajikan secara preskriptif-

normatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang logis, 

kritis, lengkap dengan merujuk pada beberapa hal terkait, yaitu 

analisis dan argumentasinya mengambarkan solusi tepat ter-

hadap isu penilitian dan rumusan masalahnya, serta kesesuaian 

antara analisisnya dengan tujuan penelitian.12 

 

 

 

 

                                                             
12 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra 
Buana Media, Yogyakarta, hlm. 172. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PER-

BUATAN TINDAK PIDANA UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM 

HUKUM PIDANA 

 

A. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana  

 Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara “ius 

punale” dan “ius puniendi”. Terjemahan istilah “ius punale” 

adalah hukum pidana, sedangkan terjemahan “ius puniendi” 

adalah hak memidana, dalam bahasa latin “ius” dapat diartikan 

sebagai hukum maupun hak.13 

 Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah 

bahasa Belanda yaitu “strafbaar feit” atau “delict”. Di dalam 

bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari “strafbaar feit” atau 

“delict” terdapat beberapa istilah seperti:14 

a. Tindak pidana; 
b. Perbuatan pidana; 
c. Pelanggaran pidana; 
d. Perbuatan yang boleh dihukum; 
e. Perbuatan yang dapat dihukum. 

                                                             
13 Ishaq, 2014, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 
hlm. 127. 
14 Ibid, hlm. 136. 
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 Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat 

pakar-pakar antara lain menurut Van Hammel, delik adalah 

suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. 

Sedangkan menurut Simons, delik adalah suatu tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 

ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-

Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan 

yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana 

dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan 

tersebut.15  

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 Ada dua unsur tindak pidana iaitu unsur subjektif dan unsur 

objektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang 

kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu 

yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang 

yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, perbuatan 

harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat 

                                                             
15 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 
Kencana Prena Media Group, Jakarta, hlm. 37. 
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berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan 

keadaan mana perbuatan itu dilakukan.16 

 Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah antara 

lain, sebagai berikut:17 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2. Maksud atau dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) 

KUHAP; 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang 

terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-
lain; 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan 
pembunuhan menurut Pasal 340 KUHAP; 

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain 
terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut 
Pasal 308 KUHAP. 

 

 Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah antara 

lain, sebagai berikut:18 

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai 

seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan 
menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai 
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” 
di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan 
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 
akibat. 

 
 Menurut Adami Chazawi unsur-unsur tindak pidana terdiri 

dari 11 unsur tindak pidana, yaitu:19 

                                                             
16 Ibid, hlm. 38. 
17 Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Cetakan Ketiga), PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hlm 193. 
18 Ibid, hlm. 194. 
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a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana. 

3. Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan 

 Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 

petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan 

memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam 

undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang 

terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan 

pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan 

tersebut bersifat melawan hukum untuk itu dilihat dari sudut 

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang 

“mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggung jawab-

pidanakan.20 

 Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ialah antara lain, 

sebagai berikut:21 

1. Mampu bertanggung jawab; 

                                                                                                                                                                       
19 Adami Chazawi, 2016, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 83-114. 
20 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan 
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Mahakarya Rangkang Offset 
Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 18. 
21 Adami Chazawi, Op.Cit., hlm.59. 
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2. Kesalahan; 

3. Tindak ada alasan pemaaf. 

 
 Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 

dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata 

“pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan 

“pemidanaan” diartikan sebagai penghukum. 

 Terkait hal tersebut di atas pemidanaan dan penuntutan  

adalah suatu hal yang berkaitan, yang sama penuntutan 

sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP bahwa 

“penuntutan dan tindakan melimpahkan perkara pidana ke 

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan 

supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan”.22 

B. Korporasi  

1. Pengertian Korporasi 

 Korporasi secara etimologi, istilah korporasi berasal dari 

beberapa bahasa yaitu “corporatie” (Belanda), “corporation” 

(Inggris), “corporation” (Inggris) yang berasal dari kata 

“corporatio” didalam bahasa latin. Secara sempit arti korporasi 

adalah badan hukum sedangkan arti korporasi dalam arti luas 

                                                             
22 Andi Sofyan dan Abdul Asis, Op.Cit., hlm 169. 
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dapat bentuk badan hukum atau non badan hukum. Sebagai 

badan hukum, korporasi dapat dikatakan sebagai badan hukum 

yang keberadaan dan kewenangannya untuk dapat atau 

berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh 

badan hukum perdata23 

 Korporasi juga biasa digunakan sebagai istilah oleh para ahli 

hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang ada 

dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata 

sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut 

recht person atau dalam bahasa inggris dengan istilah legal 

person atau legal body.24 

 Istilah korporasi sebagai subjek tindak pidana secara resmi 

baru muncul atau dipakai di indonesia dalam beberapa undang-

undang tindak pidana khusus yang belakangan baru dibuat. 

Misalnya antara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

                                                             
23 https://www.pahlevi.net/arti-korporasi/, Diakses pada tanggal 27 April 2021, Pukul 
01.44. 
24 Setiyono, 2005, Kejahatan Korporasi: Analisis dan Pertanggungjawaban Korporasi 
dalam Hukum Pidana Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 2. 

https://www.pahlevi.net/arti-korporasi/
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31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang.25 

 Korporasi telah tampak dalam berbagai undang-undang dan 

masing-masing undang-undang memiliki definisi yang hampir 

sama. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 

Tentang Psikotropika menyatakan bahwa “korporasi adalah 

kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik 

merupakan badan hukum atau bukan”.26 

2. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana 

 Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, saat ini sudah 

diakui dalam hukum positif Indonesia bahwa korporasi dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan 

pidana.27 Sebab, peraturan perundang-undangan pidana 

khusus (undang-Undang Pidana di luar KUHP) telah 

memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas 

kepada manusia saja tetapi juga kepada korporasi.  

 Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum 

pidana di negara-negara lain. Konsep pertanggungjawaban 

                                                             
25 Sutan Remy Sjahdeini, 2017, Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk 
Beluknya (Edisi Kedua), Kencana, Depok, hlm. 36. 
26 Ibid, hlm. 37. 
27 Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi 
Ketiga), Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 124. 
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pidana korporasi yang diakui di Indonesia melalui pengadopsian 

konsep oleh berbagai undang-undang pidana di luar KUHP 

(Undang-undang Pidana Khusus) dipatrikan ke dalam 

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (RUU KUHP) 2015. RUU KUHP 2015 tersebut 

menyebutkan bahwa “Korporasi merupakan subjek tindak 

pidana” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 RUU KUHP 

2015.28 

 Menurut Muladi, pembenaran pertanggungjawaban 

korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan 

pertanggungjawaban secara pidana dapat didasarkan pada hal-

hal berikut ini:29 

a. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu 
yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan 
keserasian antara kepentingan individu dan 
kepentingan individu dan kepentingan sosial; 

b. Atas dasar kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 33 undang-Undang Dasar 1945; 

c. Untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa 
aturan); 

d. Untuk Perlindungan Konsumen; dan 
e. Untuk kemajuan teknologi. 

 

 Pada mulanya, korporasi telah ditempatkan sebagai subjek 

hukum pidana oleh peraturan perundang-undangan dan secara 

langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah 

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak 

                                                             
28 Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit., hlm 20-21 
29 Edi Yunara, 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31. 
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Pidana Ekonomi yang menyatakan bahwa, “Jika suatu tindak 

pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan 

hukum, suatu perseroan, suatu perikatan orang atau yayasan, 

maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta 

tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, 

perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka 

yang memberi perintah melakukan pidana ekonomi itu atau 

yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau 

kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya”.30 

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

 Terkait kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat 

pertanggungjawaban pidana terdapat tiga bentuk 

pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: 

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

bertanggungjawab. 

 Bentuk pertanggungjawaban pada model ini, para 

penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih 

menerima asas “societies/universitas delinquere non potest” 

artinya badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. 

Asas ini sebenarnya berlaku pada abad yang lalu pada 

seluruh negara Eropa Kontinental. Hal ini sejalan dengan 

pendapat-pendapat hukum pidana individu dari aliran klasik 

                                                             
30 Kristian, 2016, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan 
Perbandingan Hukum di Berbagai Negara), PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 76. 
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yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran 

klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari 

aliran modern dalam hukum pidana. Dalam memori 

penjelasan KUHP yang diberlakukan pada 1 September 

1986, dapat dibaca: “suatu perbuatan pidana hanya dapat 

dilakukan oleh perorangan (natuurlijke persoon). Pemikiran 

fiksi tentang sifat badan hukum tidak berlaku pada bidang 

pidana”31 

 Berangkat dari pemikiran fiksi atau teori fiksi (the 

fiction theory), yang berpengaruhi KUHP Indonesia yang 

juga merupakan warisan Belanda, bahwa subjek tindak 

pidana yang dikenal hanyalah manusia. Apabila dalam hal 

pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan 

kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan 

itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus 

yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. 

Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat 

dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi 

penguruslah yang melakukan delik itu dan karena itu jugalah 

pengurus korporasi yang diancam pidana dan dipidana.32 

                                                             
31 Dwidja Priyatno, 2017, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam 
Kebijakan Legislasi, Kencana, Depok, hlm. 49. 
32 Ibid, hlm. 50-51. 
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b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus 

bertanggungjawab. 

 Dalam bentuk pertanggungjawaban kali ini, korporasi 

sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka 

ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat 

pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab dan 

dipandang yang dilakukan oleh korporasi  adalah apa yang 

dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut 

wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana 

yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang 

dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari 

badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang 

menjadikan tindak pidana itu adalah onspersoonlijk. Orang 

yang memimpin korporasi bertanggung jawab, terlepas dari 

apakah seseorang itu tahu ataukah tidak tentang 

dilakukannya perbuatan itu dan prinsip itu hanya berlaku 

untuk pelanggaran.33 

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi sebagai yang 

bertanggungjawab. 

 Pada bentuk pertanggungjawaban ini, korporasi 

sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab 

dilatarbelakangi dengan perkembangan korporasi itu sendiri, 

                                                             
33 Ibid, hlm 51. 
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yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu 

ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana 

ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan 

mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada 

pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah 

diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, 

atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau yang 

diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan/atau 

kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda 

yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak 

memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak 

sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh 

undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja 

tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik 

yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Oleh 

karena itu, diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana 

korporasi, dan pengurus, atau pengurus saja.34 

 Pendapat-pendapat yang menyetujui tanggungjawab 

pidana dari perbuatan korporasi, dapat dikemukakan 

sebagai berikut:35 

a) Tanpa tanggung akibat pidana dari korporasi, maka 
akan terdapat kekosongan pemidanaan jika korporasi 
adalah pemilik atau pemegang izin. 

                                                             
34 Ibid, hlm. 52. 
35 Ibid, hlm. 53. 
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b) Jelas, bahwa korporasi adalah pelaku fungsional dan 
menerima keuntungan dari berbagai kegiatan 
termasuk yang bersifat pidana. 

c) Pertimbangan praktis: 
1. Tidak mudah untuk menelusuri garis perintah 

dalam hal terjadi kejahatan dalam korporasi. 
2. Pidana terhadap pengurus korporasi tidak 

memengaruhi perbuatan korporasi. 
d) Selaras dengan perkembangan dalam hukum 

perdata. 
 

C. Tindak Pidana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanpa 

Izin Lingkungan 

1. Pengertian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Izin 

Lingkungan 

 Dalam sejarah awalnya, pandangan manusia terhadap alam 

dan lingkungan hidup lebih bersifat kepada paradigma magis 

dan religius. Dimana hubungan manusia dengan alam banyak 

disampaikan lewat mitos atau dongeng-dongeng yang 

menggambarkan keterkaitan erat antara manusia dengan alam 

dimana mereka tinggal. 

1) Pengertian Lingkungan Hidup 

 Penggunaan istilah “lingkungan’’ kerap kali 

digunakan secara bergantian dengan istilah 

“lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun 

secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya 

digunakan dalam satu makna yang sama, yaitu 

lingkungan dan pengertian yang luas, yang meliputi 
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lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan 

hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan 

lingkungan hidup tumbuhan). 

 N. H. T Siahan36 mendefinisikan lingkungan 

hidup sebagai semua benda, daya, dan kondisi yang 

terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat 

manusia atau makhluk hidup berada dan dapat 

mempengaruhi hidupnya. 

 Lingkungan hidup juga memiliki makna yang 

berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung 

lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal disebutkan 

terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian 

lingkungan atau lingkungan hidup.37 

 Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan 

satu sistem yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup 

hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa di bumi ini.38 

                                                             
36 N. H. T. Siahan, 2014, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua), 
Erlangga, Jakarta, hlm. 4. 
37 Muhammad Akib, 2016, Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional, PT. 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 6. 
38 Nomensen Sinamo, 2018, Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia, Jala Permata Aksara, Jakarta, 
hlm. 21. 
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 Munadjat Danusapoetro39 mengartikan 

lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi 

termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, 

yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada 

dan mempengaruhi keberlangsungan hidup serta 

kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya. 

Pengertian lingkungan hidup yang dikemukakan oleh 

Munadjat Danusapoetro tersebut, dapat dipandang 

sebagai pengertian lingkungan hidup tidak hanya 

dalam bentuk fisik seperti hutan dan ekosistemnya 

atau laut dengan ekosistemnya, akan tetapi 

mencakupi pula semua benda (benda hidup dan 

benda mati) termasuk manusia dan tingkah lakunya. 

2) Pengertian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Pengertian upaya pengelolaan lingkungan 

hidup secara tegas dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 2 

UUPLH yang berbunyi: “Pengelolaan lingkungan 

hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan 

penataan, pemanfaatan, pengembangan, 

                                                             
39 Ruslan Renggong, 2018, Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group, Jakarta, 
hlm. 10. 
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pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan 

pengendalian lingkungan hidup”.40 

3) Pengertian Izin Lingkungan 

Dalam KBBI, kata “izin”  bermakna pernyataan 

mengabulkan (tiada larangan dan lain sebagainya), 

persetujuan memperbolehkan. Kata “perizinan” berarti 

hal pemberian izin, Jadi intinya izin dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk suatu usaha/kegiatan tertentu.41 

 Izin lingkungan, adalah izin yang diberikan 

kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam 

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha 

dan/atau kegiatan (Pasal 1 butir 35 UUPPLH jo. Pasal 

1 butir 1 PP 27/2012). Jadi jelas bahwa izin 

lingkungan merupakan salah satu instrumen dalam 

PPLH, terutama dalam upaya pencegahan timbulnya 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan.42 

                                                             
40 Yunus Wahid, 2018, Pengantar Hukum Lingkungan, Prenadamedia Group, Jakarta, 
Hlm. 170. 
41 Ibid, hlm. 213. 
42 Ibid, hlm. 217. 
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2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup 

 Jenis jenis tindak pidana lingkungan hidup saat ini telah 

diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup pada Bab XV Pasal 98 s/d 115, sebagaimana disebutkan 

yakni:43 

a. Delik materil tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH 
Th 2009: 
 
1) Pasal 98 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang 

dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengaki-
batkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku 
mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusa-
kan lingkungan hidup”; 

2) Pasal 98 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang yang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) telah 
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan 
manusia”; 

3) Pasal 98 ayat (3) menyebutkan “Setiap orang yang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) telah 
mengakibatkan orang luka berat atau mati”; 

4) Pasal 99 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang ka-
rena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku 
mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, 
atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”; 

5) Pasal 99 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang yang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) telah 
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan 
manusia”; 

6) Pasal 99 ayat (3) menyebutkan “Setiap orang yang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) telah 
mengakibatkan orang luka berat atau mati”; 

7) Pasal 112 menyebutkan “Setiap pejabat berwenang 
yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan 
terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan 
izin lingkungan”; 

                                                             
43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Pasal 98-116. 
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b. Delik formil tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH 

Tahun 2009: 
 

1) Pasal 100 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar baku 
mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu 
gangguan”; 

2) Pasal 101 “Setiap orang yang melepaskan dan/atau 
mengedarkan produk rekayasa genetik ke media ling-
kungan hidup yang bertentangan dengan peraturan pe-
rundang-undangan atau izin lingkungan”; 

3) Pasal 102 “Setiap orang yang melakukan pengelolaan 
limbah B3 tanpa izin”; 

4) Pasal 103 “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 
dan tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ke-
tentuan perundang-undangan”; 

5) Pasal 104 “Setiap orang yang melakukan dumping 
limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup 
tanpa izin”; 

6) Pasal 105 “Setiap orang yang memasukkan limbah ke 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”; 

7) Pasal 106 “Setiap orang yang memasukkan limbah B3 
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”; 

8) Pasal 107 “Setiap orang yang memasukkan B3 yang 
dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”; 

9) Pasal 108 “Setiap orang yang melakukan pembakaran 
Lahan”; 

10) Pasal 109 “Setiap orang yang melakukan usaha 
dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”; 

11) Pasal 110 “Setiap orang yang menyusun amdal tanpa 
memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal”; 

12) Pasal 111 ayat (1) dan (2) “Pejabat pemberi izin ling-
kungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa 
dilengkapi dengan amdal dan Pejabat pemberi izin 
usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha 
dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin ling-
kungan”; 

13) Pasal 113 “Setiap orang yang memberikan informasi 
palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, 
merusak informasi, atau memberikan keterangan yang 
tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan 
pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan 
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup”; 
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14) Pasal 114 “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan 
pemerintah”; dan 

15) Pasal 115 “Setiap orang yang dengan sengaja 
mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan 
pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup 
dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil”. 

 

 Dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdapat sedikit perubahan 

bagi usaha atau kegiatan yang dikategorikan sebagai tindak 

pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH 2009, sebagai 

berikut:44 

1. Dihapusnya Pasal 102, Pasal 110, dan Pasal 112; 

2. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi “ Setiap 

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa 

memiliki: 

a. Perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), 

atau Pasal 59 ayat (4);  

b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) 

huruf b; atau 

c. Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1). 

                                                             
44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 
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3. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi “Pejabat 

pemberi persetujuan lingkungan hidup tanpa dilengkapi 

dengan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37. 

3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi 

 Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh 

korporasi merupakan sebuah perbuatan pidana yang diatur dalam 

undang-undang yang sebagaimana telah terjadinya sebuah 

perbuatan yang melanggar oleh korporasi dalam ketentuan 

undang-undang dengan sanksi pidana terhadap pelaku  

 Subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi 

telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni 

pada Pasal 1 ayat (32) yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum 

maupun yang tidak berbadan hukum”.45  

 Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup oleh 

korporasi telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup 

yakni pada Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi: “Apabila tindak 

pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama 

badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada 

                                                             
45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeloaan 
Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (32). 
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badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk 

melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak 

sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.46 

 Memperhatikan Ketentuan Pasal 116 UUPPLH 2009 diatas, 

menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dibidang 

lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan para 

pengurusnya (direktur, para manajer yang bertanggungjawab 

dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan kepada 

para pemegang saham maupun para komisaris) secara bersama-

sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut 

menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan 

lingkungan hidup.47 

 Menurut Muladi48 bahwa berkaitan dengan 

pertanggungjawaban korporasi dan memperhatikan dasar 

pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang 

berkembang maupun kecenderungan international, maka 

pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan 

hidup hendaknya memperhatikan hal-hal: 

1) Korporasi mencakup baik badan hukum (legal entity) 
maupun non badan hukum seperti organisasi dan 
sebagainya; 

                                                             
46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeloaan 
Lingkungan Hidup Pasal 116 ayat (1). 
47 Alvi Syahrin, 2003, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan 
atau Kerusakan Lingkungan Hidup, USU, Medan, hlm. 12. 
48 Muladi, 1998, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya 
Dengan UU No.23 Tahun 1997, Makalah Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 
Tahun 1997, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 17-18. 
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2) Korporasi dapat bersifat privat (private juridical entity) dan 
dapat pula bersifat publik (public entity); 

3) Apabila diidentifikasikan bahwa tindak pidana lingkungan 
hidup dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang 
almamiah (managers, agents, employees) dan korporasi 
dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 
(bipunishment provision); 

4) Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi 
apa yang dinamakan (breech of a statutory or regulatory 
provision); 

5) Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari 
apakah orang-orang yang bertanggungjawab didalam badan 
hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana; 

6) Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat 
dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana 
penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa Amerika Serikat 
mulai dikenal apa yang dinamakan (corporate death penalty) 
dan (corporate imprisoment) yang mengandung pengertian 
larangan suatu korporasi untuk berusaha dibidang-bidang 
usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap 
langkah-langkah korporasi dalam berusaha; 

7) Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak 
menghapuskan kesalahan perorangan; 

8) Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi hendaknya 
memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan 
perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus 
(corporate executive officers) yang memiliki kekuasaan 
untuk memutuskan (power of decision) dan keputusan 
tersebut diterima (accepted) oleh korporasi tersebut. 
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D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi 

 Dalam hukum pidana dapat dibedakan antara delik umum 

dan delik khusus yang dimana penjelasannya sebagai berikut: 

1. Delik Umum (Delicta Communia) 

 Delik umum ini merupakan delik yang dapat dilakukan oleh 

siapa pun. Sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik 

umum.49 

2. Delik Khusus (Delicta Propria) 

 Delik khusus ini merupakan delik yang hanya bisa dilakukan 

oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu seperti memiliki 

jabatan di sesuatu perusahaan, pegawai negeri ataupun 

anggota militer dan dasar pemberlakuan pidana khusus adalah 

KUHP diluar dari dalam Pasal 103 KUHP yaitu ketentuan Bab I 

sampai dengan Bab IV.50 

 Bedasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwasanya perbuatan tindak pidana upaya pengelolaan 

lingkungan hidup tanpa izin lingkungan yang dilakukan oleh 

korporasi. Termasuk kedalam delik khusus dikarenakan melihat 

dari subjek hukumnya perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi 

atau badan usaha yang dimana korporasi termasuk kedalam 

kualifikasi tertentu serta peraturan yang mengatur mengenai 

                                                             
49 Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, 
Yogyakarta, hlm. 139. 
50 Ibid. 
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perbuatan tersebut diatur secara khusus yang lebih tepatnya diatur 

di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 Kemudian bedasarkan penjelasan dan pembagian jenis-jenis 

tindak pidana lingkungan hidup pada tinjauan pustaka diatas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwasanya perbuatan tindak pidana 

upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin lingkungan yang 

dilakukan oleh korporasi. Termasuk kedalam delik formil 

dikarenakan perbuatan dianggap telah selesai dengan 

dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan 

hukuman pidana oleh undang-undang namun tidak ada akibat yang 

ditimbulkan dari perbuatan tersebut. 

 Kemudian setelah penulis melakukan penelitian dengan cara 

menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka 

penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana upaya 

pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh 

korporasi dalam pandangan hukum pidana. 

 Tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa 

izin lingkungan oleh korporasi diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup pada Bab XV Pasal 109 dan Pasal 116 ayat (1) 

huruf b yang berbunyi: 

 Pasal 109: 
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“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000.00 (satu milliar rupiah) dan paling 
banyak Rp3.000.000.000.00 (tiga milliar rupiah)”. 
 

Pasal 36 ayat (1): 
 

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki 
amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. 

 
Pasal 116 ayat (1) huruf b: 
 

“Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak 
pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai 
pemimpin kegiatan dalam tindak tersebut”. 

 
Unsur-unsur dari pasal-pasal diatas masing-masing sebagai 

berikut: 

1. Setiap orang; 

2. Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki 

izin lingkungan; 

3. Setiap usaha  dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL 

atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan; 

4. Dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. 

 Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum secara garis besar 

terdapat empat metode penafsiran yang umum dan sering 

digunakan, ialah sebagai berikut: 

1. Interprestasi Gramatikal 

 Metode ini menafsirkan ketentuan undang-undang 

dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum 
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sehari-hari. Hakim dalam sebuah putusan dapat juga secara 

eksplisit menyatakan arti dari teks undang-undang menurut 

pemakaian bahasa yang biasa atau menurut arti teknik 

yuridikal yang sudah lazim.51 

2. Intreprestasi Sistematis atau Logis 

 Metode ini menafsirkan ketentuan undang-undang  

dengan cara menghubungkannya dengan peraturan hukum 

atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem 

hukum. Artinya, ketika akan melakukan interprestasi tidak 

hanya mengacu pada pasal yang akan ditafsirkan semata 

tetapi juga harus melihat pasal-pasal lainnya dalam undang-

undang yang sama atau undang-undang lain, bahkan sistem 

hukum secara keseluruhan  sebagai satu kesatuan.52 

3. Intreprestasi Historis 

 Metode ini menafsirkan ketentuan undang-undang 

bedasarkan terjadinya dengan jalan meneliti sejarah 

terjadinya perundang-undangan tersebut. Intreprestasi 

historis juga meliputi sejarah hukum.53 

4. Intreprestasi Telelogis atau Sosiologis 

 Metode ini menafsirkan ketentuan undang-undang 

sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang dari bunyi 

kata-kata dari undang-undang tersebut. Intreprestasi 

                                                             
51 Ibid., hlm. 104. 
52 Ibid, hlm. 105. 
53 Ibid. 
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teleologis juga harus memperhitungkan konteks kenyataan 

kemasyarakatan yang aktual.54 

 Bedasarkan uraian penjelasan metode penafsiran diatas, 

maka penulis dalam melakukan penafsiran unsur-unsur pada pasal 

diatas mengunakan dua metode yakni intreprestasi gramatikal dan 

intreprestasi sistematis atau logis. Yang dimana penulis 

menguraikan penjelasan bedasarkan bahasa umum sehari-hari 

yang penulis gunakan dan menguraikan penjelasan bedasarkan 

tafsiran pada pasal-pasal dalam undang-undang yang sama. 

 Penjelasan dari unsur-unsur dibawah, mengunakan metode 

intreprestasi sistematis atau logis, ialah sebagai berikut: 

1. Unsur Subjektif  

 Setiap orang. dalam Pasal 1 angka 32 Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “setiap 

orang” adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat 

bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud adalah setiap 

orang secara perseorangan maupun sebagai korporasi yang 

dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan 

perbuatan pidana. 

                                                             
54 Ibid. 
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2. Unsur Objektif 

 Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa 

memiliki izin lingkungan serta setiap usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL 

wajib memiliki izin lingkungan. Adapun yang dimaksud 

dari unsur tersebut adalah  kata “izin lingkungan” menurut  

Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau 

UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin 

usaha dan/atau kegiatan. Kata “AMDAL” menurut Pasal 1 

angka 11 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

merupakan kajian dampak penting suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup  yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggara usaha dan/atau kegiatan. Dan kata “UKL-

UPL” menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup merupakan pengelolaan dan pemantauan 

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak 
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penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi 

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara 

usaha dan/atau kegiatan. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat 

bahwa unsur “yang melakukan usaha dan atau kegiatan 

tanpa memiliki izin lingkungan” dan “setiap usaha 

dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-

UPL wajib memiliki izin lingkungan” yang dimaksud 

adalah sebuah kegiatan dalam upaya pengelolaan 

lingkungan hidup tanpa memiliki sebuah dokumen izin 

lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah. 

 Penjelasan dari unsur-unsur dibawah, mengunakan metode 

intreprestasi gramatikal, ialah sebagai berikut: 

 Dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan 

usaha. Bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh,  

untuk, atau atas nama badan usaha” adalah sebuah 

kegiatan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, atau 

untuk seseorang, maupun mengatasnamakan sebuah badan 

usaha. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat 

bahwa unsur “dilakukan oleh, untuk, atau atas nama 

badan usaha” merupakan sebuah perbuatan dan dilakukan 
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oleh seseorang atau badan usaha maupun untuk seseorang 

ataupun untuk badan usaha. 

 Bedasarkan penjelasan setiap unsur dari pasal diatas, 

menurut penulis unsur-unsur dalam Pasal 109 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup bersifat kumulatif bukan bersifat alternatif, yakni 

semua unsur harus terpenuhi karena unsur dari pasal tersebut tidak 

bisa berdiri sendiri, saling terkait satu sama lain, maka dari itu 

semua unsur subjektif dan objektifnya harus terpenuhi. Jika hanya 

salah satu unsur yang terpenuhi maka pasal tersebut tidak bisa 

diterapkan pada pelaku tindak pidana. 

 Kemudian pada pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Menurut penulis bersifat alternatif, yakni pasal ini terdiri dari 

beberapa elemen unsur yang mana tidak harus terpenuhi semua 

elemen unsur tersebut barulah suatu perbuatan yang terkandung 

dalam unsur ini terbukti melainkan salah satu saja dari elemen 

unsur terpenuhi sudah cukup menyatakan unsur ini telah terpenuhi. 

 Memperhatikan Ketentuan Pasal 116 diatas, menjadikan 

konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dibidang lingkungan 

hidup dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya 

(Direktur, atau Manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan 

lingkungan hidup perusahaan, bahkan kepada para pemegang 
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saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal 

kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan 

terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 

 Kemudian pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki 

ketentuan khusus terkait korporasi yang mana di sebutkan pada 

Pasal 116 ayat (2) dan Pasal 117, antara lain sebagai berikut: 

Pasal 116 ayat (2): 

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 116 ayat (1) dilakukan oleh orang, 
yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam 
lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan 
terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak 
pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut 
dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”. 
 

Pasal 117: 

“Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau 
pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 
116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan 
berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan 
sepertiga”. 
  

 Dari penjelasan pada pasal diatas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwasanya apabila tindak pidana dilakukan oleh 

badan usaha sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pemberi 

perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa 

memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri 

atau bersama-sama kemudian jika tuntutan pidana diajukan kepada 

pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana 
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yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat 

dengan sepertiga.  

 Selanjutnya Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa terkait 

kedudukan korporasi sebagai pembuat dan  sifat 

pertanggungjawaban pidananya terdapat tiga bentuk 

pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:55 

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

bertanggungjawab; 

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus 

bertanggungjawab; 

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi sebagai yang 

bertanggungjawab. 

 Penjelasan dari bentuk pertanggungjawaban korporasi 

tersebut, ialah sebagai berikut: 

 Apabila dalam hal “pengurus korporasi sebagai pembuat 

dan penguruslah yang bertanggungjawab”. Maka kepada 

pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. 

Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari 

korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam 

dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri 

tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, 

                                                             
55 Dwidja Priyatno, Loc.cit. 
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tetapi penguruslah yang melakukan delik itu dan oleh karena itu 

jugalah pengurus korporasi yang diancam pidana dan dipidana. 

 Dalam bentuk pertanggungjawaban “korporasi sebagai 

pembuat dan pengurus bertanggungjawab”. Maka ditegaskan 

bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat pengurus ditunjuk 

sebagai yang bertanggungjawab dan dipandang yang dilakukan 

oleh korporasi  adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan 

korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana 

yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari 

badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak 

pidana itu adalah onspersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi 

bertanggung jawab, terlepas dari apakah seseorang itu tahu 

ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu dan prinsip itu 

hanya berlaku untuk pelanggaran. 

 Pada bentuk pertanggungjawaban “korporasi sebagai 

pembuat dan juga korporasi sebagai yang bertanggungjawab”. 

Maka dilatarbelakangi dengan perkembangan korporasi itu sendiri, 

yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya 

pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam 

delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai 

hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang 

telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau 
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kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau yang diderita 

oleh saingan-saingannya, keuntungan dan/atau kerugian-kerugian 

itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai 

pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang 

cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang 

telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya 

pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap 

delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Oleh 

karena itu, diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana 

korporasi, dan pengurus, atau pengurus saja. 

 Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi bahwasanya 

korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai 

dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang 

mengatur tentang korporasi. Dalam menjatuhkan pidana terhadap 

korporasi disebutkan antara lain: 

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari 

tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan 

untuk kepentingan korporasi; 

2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; 

3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan 

untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih 

besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum 

yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. 
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 Bedasarkan uraian diatas, sejatinya penulis menyimpulkan 

sebagai berikut: tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup 

tanpa memiliki izin lingkungan yang dilakukan oleh korporasi diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 109 

dan Pasal 116 ayat (1) huruf b. Dan tindak pidana ini tergolong 

dalam delik khusus dikarenakan subjek hukumnya merupakan 

korporasi yang dimana diwakilkan oleh direktur utama sebagai 

orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut serta 

termasuk kedalam kualifikasi tertentu. Kemudian dalam sistem 

pertanggungjawaban korporasi terdapat 3 bentuk 

pertanggungjawaban yaitu: pertama. Pengurus korporasi sebagai 

pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, Kedua. 

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, dan 

Ketiga, Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi sebagai 

yang bertanggungjawab. 

 

 

 

 

 


